PERATURAN~DAERAH tentang penjualan minuman keras dalam daerah Kabupaten'Kebumqn.
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PENPTAPAN ISTILAH.
Pasal 1 ]

r

Yang dimalksudkan dengan penjualan minuman kerasmenurut peraturan-daerah i-
ni ialah penjudlan mlnunan kerag dengan 1um1ah~3umlah kurang dari tujun 1li-
ter,

Bir, booerta minuman-minuian lain-lainnya, yang kadarnya alkohol kurang da-
25 % tidak dianggap sebagai minuman keras menurut pengertian dalam pera--
Puran—daerah ind.s -

PENJUALAN,
Pasal 2

Penjualan dibagi dalams '
a.penjualan untuk dipakai dalem tempat penjualan;
be penaualan untuk dinakai diluar tempat nenjualan;

PenJu J.an tersebut sub b dari ayat dimuka tidak boleh dloelenggarakan sela-
innya dalam botol-botol, kan-kan atau buli-buli yang tertutup dan dibubuhi

kapsel (gecapsuleerd) atau tertmtup dan dwsegel yang isinya sedikit-dikit -
nya dua deciliter, '

Ketentuan minimum ini tidak berlaku untuk penjualan "palt" (bitters) dan mi
numan-minuman yang -mengandung alkohol serupa itu yang kadarnya alkohol sedi
kit-dikitnya 65 % dan menjadi keruh jika dicampur dengan air sampai kekuat-
an 42 %, jika minuman-minuman itu dijual dalam botol-botol,kan-kan dan buli
buli yang tertutup menurut ayat (2) dan dibubuhi etiket yang menyebutkan na
manya pembuat, tempatnya, diimana minuman-minuman itu dibuat beserta nama
yang dinakai dalan perdaﬂanﬂan. -

Samua penjualan yang caranya berlainan dengan peraturan termaksud dalail a-
vat (2) dan (3) dianggap sebagai penjualan buat dipakai ditempat nenjualan,

" EJIN,
Pasal 3.

Dilarang nmenjual minunan keras tidak dengan ijinnya Dewan Pemerintah Daerah
Kabunaten Kebuien,

Periohonan untult mendanat ijin harus diajukan dengan tertulis kepada Dewan

Pemerintah Daerah Kabupjaten Kebumen dalam mana harus disebutkan:

a.naima dan nama kecil (voornuam), nekerjaan dan tempat tinggalnya pemohon;

b.keterangan yang jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tem
pat dalam lingkungannya, dimana minuman keras akan dijual dengan disebut- -
kan luacnya,

desebuah gambar dari ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam
lingkunganunya tersebut sub b; '

Jika permohonan ijin itu diajulkan oleh:

a.ouatu perkumpulan, harus dilampiri pula sehelai turunan atau tembusannya
anggaran dasar, peraturan rumah-tangga dan turunan dari undang-~undang a -
tau surat keputusan yang menyatakan bahwa pcrkumpulan itu adalah suatu ba
dan hukum (rechtspersoon).Dalam hal yang demikian dan dalam hal termaksud
sub b dari ayat ini Dewan Peumerintah Daerah Kabupaten berhak meminta sua-
tu daftar dari nama-nama dan nama-nama kecil (voornaam) dari anggauta~ang
gauta pengurus atau junlah dan nama-naria dan nama-nane kecil dari anggau-
ta~anggauta biasaj

b.suatu perseroan davang harus dilampiri nula sehelai turunan atau tembusan
nya dari akte pendirian dan dari surat keputusan oersetuJuan dari yang ber
wajib, :

Buat tiap-~tiap surat permohonan ijin, jika hal itu dikehendaki oleh sipemo=
hon, maka oleh Bupati Kenala Dacrah atau atas namanya diberikan surat tanda
penerimaan kepada pemohon dengan pembayaran [h.2,50 (dua setengah rupiah).

Surat tanda pencerimean ini menyebutkan tanggal penerlmaan surat permohonan

Cijin dtu.

Surat permohonan ijin dalaim teimpo savu mingg u terhitung mulai ypanggal pene
rimaannya, oleh Dewan Pemcrintah Daerah Kabupatcn atau atas nananya, diumum
kan dengan cara yang lazim dipakai,

Dalam tempo satu bulan terhitung mulai tanggal penguiuman, naka setiap orang
berhak untuk mcngajukan lcberatan-kcebetatannya dengan tertulis terhadap pem

berian ijin atas permohonan itu kepada Dewan Pemcrintah Daerah Kabupaten,
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(7) Jike kcberatan-keberatan yaug diajukan thdak bnrqlasan, nalka scsudah w&ﬂbu
tersebut dalam ayat (6) habis,ijin diberikam: dengan ncnglngﬂt kotontuan da
lan ayat (8);

(8) Permohonan ijin hanya dapat ditolak dengan alasan—alasan karena kepenting-
an dan ketertiban umnume. i

(9) Penolakan periohonan ijin harus dilaksanakan dengan surat kcputusan yang
nemuat alasan-alasannya; kepada pemohon dlb@rlkan sehelai turunan dari su
rat keputusan itu.

(10)Dalam tempo copatbelas hari scs sudah tanggal surat keputusan tcerscbut ayat
(9), naka perohon dan y™ng berkcenentingan diberi kesempatan untuk meminta-
Ikan putusan lcbih tinggl pada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten,

Pasal 4.

(1) Ijin=ijin tcrsebut dalam pasal dimuka hanya berlaku untulc pemohon sendiri
dan tidak dapat dilimpahkan pada lain pihak dan buat ruangan-ruangan dan
tempat-tenpat dalam lingkungannya yang tercantum didalamnya,

(2) Buat tiap-tiap cara menjual menurut pombagian terpaksud dalam pasal 2 perlu
diadakan ijin tersendiri, ;

(3) Jikalau pemegang ijin itu meninggal dunia,maka ahli-waris-ahliworisnya atau
nercka yang bertindak scebagail wakilnya, berhak mclanjutkan penjualan minum
an keras sclanma tige bulan terhitung mulai haori fieninggalnya; sctelah’ ten~
po ini habis, uaka surat ijin itu tidak berlaku lagi. '

' Pasal 5,

Ijin buat pcnjualan minuvian keras sckali-kali tidak akan diberikan:

ae.buat warung-warung; ' '

b.buat ruangan yang letaknya dalam lapangan suatu pasar; = ’
Pasal 6.

pikangq; Sckretariat Kabunaten diadekan :buah daftar dari adanya pecmegang-penc
gang 1Jjin yang dapat dilihat olch setiap orang sclama walktu jam bekerja.

Pasal 7.

~~

Pemcgang ijin diwajibkans

as.nencnpelkan schelai turunan surat- kcvutuswn ijin yang ditanda~tangani oleh Se
kretaris Kabupaten ditempat dalau ruangan penjualan yang mudah terlihat olch
unuig :

b,monggantungkan schuah papan ditempat yeng mudah dilihat olch unun.yang mcmuat

pcrkataan " T J I N © ¢itulis dengan huruf yang panjangnya scikit- dikitnya 10

cm dan lebarnya 1 cm, nama pericgang ijin dan perkataan-perfataan: "Dipakai da
lan tenpat penjualan® atau "Dipakai diluar tenpat nanualqn" satu dan lain
menurut jenisnya ijin yang diberikan,

PENCABUTAN IJIN. \
Pasal 80 A

(1) Ijin depat dicabut olch Dewan Pemcrintah Dacrah Kabupaten:
as.atas poermnintaannya peicgang ijing :
b, jika borlangsuagnya ijin itu bcrtcntangan dengan kctertiban dan kepenti -
ngan unuilj ~
Cejika pajak yang dinaksudkan dalan "Peraturan-dacrah Kabupaten Kebumen ten
tang pajak minuman keras'" tidak dilunasi dalan waktu yang telah ditetap -
kan dalai peraturan-dacrah itue - o ' E oy

(2) Dewan Pencrintah Dacrah Kabupaten berhak: ’
a.dalam kcadaan yang gangat ncndesak, ncnghhntlkan scketika penjualan. rinun
an kcras;

bericnctapkan hari-hari untuk menutup rucngan-ruangan tersebut dalam ijin bu

at penjualan untuk dipakai ditempat penjualan buat lamanya satu hari nau-
pun buat beberapa jam yang tertentu bilamana, kercna kcadaan, timbul ke -
khawatiran bahwa pemakaian minunan keras akan iaclebihi batas.

(3) 8ckelah nencrima penbrrian tahu tertulis maka pemegang ijin dlwajihkan menu

ruti senua pcrintah-perintah yang diberikan olch atau atas namanya Dewan Pe
merintah Dacrah Kabunaten terscbut yany berhubungan dcngan penbcerhentian
penjualan ninuman kcrau.

(4) Hak yang dltontukan dalan ayat (10) dari pasal 3 berlaku pula buat kcadaan
spperti terscbut ayat 1 sub b dan ﬂyat 2 dari pasal 1n;. ,

! Pasal 9. ‘
(1) Sctelah ijin dicabut iaka pehegang 1jin diwajilkans
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a.uunbunbcllAen turunan surat kecpufusan termaksud dalau pasal 7 sub aj ?

bericnyingkirkan papan terscbut dalain pasal 7 sub b; jika ini tidak dlpenunl
naka kewajiban terscbut dilakukan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Da
crah Kabupatcn dengsn biaya-biaya dari yang borsangkutqn.

(2) Peilcgang Kas Dacrah Kabunaten mcndapat turunan da rl scriua surat—surat kepu -
tusan pencabutan ijin.

KETENTUAN LARANGAN-LARANGAN
Paszal 10,

Di larang:

a,ncitbayar unah-kcrja didala.:*rvangan-ruangan pcnjualan dan tempat-tcitpat didal
lan lingkungennya sclainnya upah yang dibayarkan untuk pckerjaan-pckerjaan
yang dilakukan dalam ruangan-rusngan itu atau tempat-tempat didalam lingkung
annya atau untuk pckcerjaan-nckerjaan yang bertalian dengan pcrusahaannya,

bemcnyclenggarakan usik, ganclan atau lain keranaian untuk umnum dengan tidak
aendapat 1ijin dari Dewan Pemcrintah Dacrah Kabunaten;

Ce.iicnjual, rcnawarkan, mengaluarken ( af te leveren), meabagi ninuman keras
yang campurannya kurang baik atau mcmpunyai »orscediaan untuk dijual atau di-
bagi. :

PENGAWASAN, i
asal 11,

(1) Pcgawai-pegawai tcrmaksu dalam pasal 14 menpunyai halks

ae.nemasuki suatu tempat yahg tclah mendapat ijin buat dipergunakan untulk
nenjual minuian keras dalam menjalankan pengawasan atas ditaatinya keten
tuan-kectentuan dalan peraturan-dacrah ini;

badCulnta kepada pengurus perusahaan atau - wakllnya untuk rienberikan bantu-
annya dan schiua keterangan-lictcrangan yang diperlukan dalam menjalankan
tugas itu, .

c.iicninta pada pengurus ruangan atau wakilnya buat menunjukkan pcerscdiaan-
nya minuiian kéras dan jika benar-benar ada persangkaan bohwa caipurannya
tidak baik, ncngijinkan pada lcrcka untuk nembawa ninunan itw-dengan alat
alat tempatnya buat dipcriksa, lagi pula untuk keperluan itu nchnbawa coné
toh-contoh dari minunan keras, dalan hal ini jika diminta dengan penggan-—
tian menurut harga penjualan biasa.

(2) Sclain contoh-contoh tcrscbut dalam ayat (l) sub ¢ maka mninunan keras yang \
dibawa untuk diperiksa jika hasil pemeriksaannya terdapat baik, harus dikem
balikan lagi kcpada yang berkepentingan beserta alat-alat tcempatnyae

(3) Jika ninuinan kcras dibawa untuk diperiksa, meka pemiliknya berhak membubuhi
scgel dan nananya pada tempat.--tenpat minunan~minunan itu,

Pasal 12,

(1) Minuwian-ninunan keras yang dibawa sebagaimana tcrnaksud dalar pasal dimuka,
harus diperiksa olch scorang ahli yang ditunjuk olch Dewan Pcemerintah Pac =~
rah Kabupatcn,

(2) Terkccuali jika penceriksaan itu dilakukan oleh scorang ahli yang tclah di -
sunpah naka ia harus bersuipah atau berjanji dihadapan Dewan Peilerintah Da
crah Kabupaten bahwa ia alkan mclaksanakan necrieriksaan itu dengan secbenar-gc
benarnya dan tidak nemandang orange

»(3) Scsudah ncngadakan tlndakan-tlndakan yang daoat nencegah timbulnya percam -~

puran (verwarring) antara jenis-jenis contoh satu sama lain, naka ahli ini
bcrhaﬁ untuk incmbuka segel ternaksud dalan pasal 11 ayat (3).

Pasal 13.

Jika pernicgang ijin adalah suatu perscroan dagang (naamloze vennootschap) atau
suatu perkumpulan, naka yang bertanggungjawab atas ditaatinya kotontuan-ketcen-
tuan dalan peraturan~deerah ini ialah anggauta-anggauta pon@urusnya.

Pasal 1l.

Yang turut diwajibkan mcngusut pelanggaran-pclanggaran Peraturan-dacrah ini ia
lah Kepala Dinas Pelkerjaan Umur, Kontrolir, Peomcriksa Keuangan, Peileriksa Pasar
dan Pciungut Pajals Dacrah Swatantra tingkat ke II Kebumen.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM,
-Pasal 15,

(1) Barangsiapa nclanggar ketcntuan-ketcntuan dalam pasal 3 ayat (1), pasal 7,
pasal & ayat (3) dan pasal 10, dihukum dengan hukuman kKurungan sclana-lana
nya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Re5.000 --(llmaribu rupi

h).
ah) o | |
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Kccuali Jtu, barang-harang yons digunakan untuk menjalanken pelanf gcraIEr;'}

ka buarang-~barang itu hgl miliknya yang @ihukun, dapat disitas
HARTI BERLAKTU,
Pasal 16.

Peraturan-dacrah ini danat discebut dengan nana o Poraturan pvvjualan ninun
an koras Dacrah Swatnantra tingkat ke II Kebumen"

Pcraturan-dacrah ini berlaku nulai tanggal 1 Januari 1953,

Denzzan borlakunya pcraturan-dacrah ini, maka "Verordening houdende bepalin

gen tot regeling ven den verkoop van cterlon drank in het Regontschap Kebu

nen tangzal 31 Descaber 1931/ 2 Mei 1932 scbagainana disahkan olch #Col-

lcge van Gudcnutourdcn van den Provincialen Raad van Midden~Jdava' dengan du
rat-kcputusannys tgle 7 Juni 1932 No.J.130/3/11 dan diuncdangkan dalam Pro-

vinciaal Blad tgl, 21 Juni 1932 (Bijvocgsel Scric C No.9), dibatalkan,

/

Pcraturan-dacrah ini ditctapken tgl: 15-11-52 dlgahkﬂn dengan kcputusan DPD,
Propinsi Jawa-Tcngah tgl.10-10-52 No:U., 69/5/18 diunda azkan dalam Lembaran Dac
. rah Tahun 1952 Scric¢ C Nr, 11, :

Pcrubahan ke-1l tgl: 16-6-58 disahkan dengan koputusaﬁ tgl: 28-8-58 No.U.69/1/

19 diundangken dalam Lembaran Docrah The1959 Scric C Nr, 10;

Pcrubahan ke=2 tgl: 12-6-~62 disahkan dengan keputusan tgl.6-9-62 No.KPTS-PDMD/ \

00172/9/62 diundéngkan dalan Lombaran Dacrah Th,1962 Scric C Nr.
149. ; ’
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